



 (Studi Kasus di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)










PRAKTIK TAWKIL DALAM PEMBELIAN  
OBJEK MURA>BAH}AH 









Diajukan kepada Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto 
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar 










PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH 
FAKULTAS SYARIAH 









PRAKTIK TAWKIL DALAM PEMBELIAN 
OBJEK MURA<BAH}AH 






Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah, Program Studi Hukum Ekonomi 
Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 
  
 BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto merupakan salah satu 
lembaga keuangan yang menggunakan prinsip atau berlandaskan syariah dan 
menyediakan produk mura>bah}ah sebagai bentuk pembiayaan. Akan tetapi dalam 
praktinya, BMT tersebut tidak memenuhi rukun jual beli yang disepakati para 
ulama. Dalam transaksi pembiayaan modal usaha antara pihak BMT Dana 
Mentari Muhammadiyah Purwokerto dan nasabahnya, dapat menggunakan akad 
mura>bah}ah yang barangnya ditawkilkan (perantara). Penelitian ini akan 
membahas praktik tawkil mura>bah}ah di BMT tersebut kemudian dianalisis dalam 
perspektif hukum ekonomi syari’ah. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research). 
Pengumpulan data primer menggunakan metode wawancara dengan manager, 
nasabah, dan dokumentasi dari BMT tersebut, sedangkan data sekunder peneliti 
menggunakan dokumen, buku-buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan teori 
tawkil mura>bah}ah. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan 
menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat 
untuk memberikan informasi, fakta data dan mekanisme praktik tawkil dalam 
pembelian objek mura>bah}ah. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan 
dibahas untuk menjawab permasalahan  tersebut.  
 Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa praktik tawkil dalam pembelian 
objek mura>bah}ah di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto (1) Pihak 
nasabah menjakuan permohonan pembiayaan kepada BMT, kemudian 
menandatangani praktik tawkil dan mura>bah}ah  secara bersamaan dalam satu 
waktu dan pihak BMT mencairkan sejumlah dana yang dapat digunakan oleh 
nasabah untuk membeli barang yang diinginkan nasabah (2) Dalam perspektif 
Hukum Ekonomi Syari’ah bahwa pratik tawkil dalam pembelian objek 
mura>bah}ah Sah (Shahih) ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari’ah karena BMT 
telah memiliki komoditas atau barang yang akan dijual kepada nasabah serta 
dibolehkannya menggabungkan antara tawkil dan mura>bah}ah.   
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A. Latar Belakang Masalah 
Keuangan Islam sebenarnya telah ada sejak zaman Rasullulah Muhammad 
SAW seiring dengan tumbuhnya agama Islam di sekitar tahun 600-an masehi, sebab 
keuangan Islam adalah bagian dari muamalah, dan muamalah adalah bagian dari 
peribadatan agama Islam itu sendiri. Sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip 
bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan 
masyarakat.
1 
Secara harfiah/lughawi, baitul maal berarti rumah dana, dan baitul 
tamwil berarti rumah usaha. baitul maal berfungsi sebagai pengumpulan dana 
dan mentasyarufkan untuk kepentingan sosial, sedangkan baitul tamwil 
merupakan lembaga bisnis yang bermotif  keuntungan (laba). Jadi dalam 
Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga yang bergerak di bidang sosial, 
sekaligus juga bisnis yang mencari keuntungan.
2
 
Baitul Maal wat Tamwil (BMT) menetaskan sebuah usaha kecil.3 
Keberadaan Baitul Maal wat Tamwil merupakan represensi dari kehidupan 
masyarakat di mana BMT itu berada, dengan jalan ini BaitulMaal wat Tamwil 
mampu mengakomodir kepentingan ekonomi masyarakat. Baitul Maal wat 
Tamwil diperlukan karena masyarakat membutuhkannya sebab belum ada 
                                                             
1
 Sugeng Widodo, Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam (Yogyakarta: Kaukaba 
Anggota IKAPI, 2014), hlm. 47. 
2 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syari’ah dalam Perspektif Kewenangan Keadilan 
Agama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), hlm. 353. 
3
 Dawam Rahardjo, Islam dan Tranformasi Sosial Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 





lembaga perbankan yang mampu berhubungan langsung dengan pengusaha 
kecil bawah dan kecil.  
Peran Baitul Maal wat Tamwil adalah melakukan pembinaan dan 
pendanaan yang berdasarkan prinsip syari’ah. Peran ini menegaskan arti 
penting prinsip-prinsip syari’ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. 
Sebagai lembaga keuangan syari’ah yang bersentuhan langsung dengan 
kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun 
materi maka Baitul Maal wat Tamwil mempunyai tugas penting dalam 
mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.
4
 
Peranan lembaga keuangan syariah seperti halnya Baitul Maal wat 
Tamwil sebagai suatu lembaga keuangan akan terlibat dengan berbagai jenis 
kontrak perdagangan syari’ah.
5
 Perdagangan secara umum berarti kajian jual 
beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan 
pengalihan hak atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan. Semua 
elemen kontrak sudah pasti mempunyai asas dan prinsip secara syari’ah. Salah 
satunya adalah penyaluran dana dengan akad mura>bah}ah. Pembiayaan 
mura>bah}ah pada dasarnya adalah transaksi jual beli barang dengan tambahan 
keuntungan yang disepakati. 
Untuk memenuhi kebutuhan barang oleh nasabahnya Baitul Maal wat 
Tamwil membeli barang dari supplier sesuai dengan spesifikasi barang yang 
dipesan atau dibutuhkan nasabah, kemudian Baitul Maal wat Tamwil menjual 
                                                             
4
 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari’ah Deskripsi dan Ilustrasi 
(Yogyakarta: Ekonisia, 2013), hlm. 108. 
5
 Dahlan Siamat, Managemen Lembaga Keuangan: Kebijaan Moneter dan Perbankan 





kembali barang tersebut kepada nasabah dengan memperoleh keuntungan 
yang disepakati. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di 
kemudian hari secara tunai maupun dicicil. Tetapi mura>bah}ah adalah transaksi 
jual beli (barang yang akan menghasilkan laba/keuntungan), dan bukan 
transaksi kredit (pinjam meminjam uang) yang menggunakan bunga (riba). 
Baitul Maal wat Tamwil didirikan menggunakan sistem keuangan 
Islam dengan menghapus sistem bunga untuk menghindari unsur riba. Dengan 
sistem ini diharapkan dapat menjadi alternatif terbaik dalam mencapai 
kesejahteraan masyarakat. Selain itu dengan menggunakan prinsip-prinsip 
syariah dapat menciptakan kemaslahatan di dalam masyarakat.
6
 
Kelahiran BMT sangat menunjang system perekonomian pada 
masyarakat yang berbeda di daerah karena di samping sebagai lembaga 
keuangan Islam, Baitul Maal wat Tamwil juga memberikan pengetahuan-
pengetahuan agama pada masyarakat yang tergolong mempunyai pemahaman 
agama yang rendah melalui sosialisasi dan mengelola dana zakat yang 
nantinya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
7
 Oleh karena itu, 
selain bergerak di bidang bisnis Baitul Maal wat Tamwil juga merangkap 
sebagai sosial. 
Secara umum prinsip pembiayaan yang ada di Baitul Maal wat 
Tamwil dibagi menjadi empat prinsip yaitu: 
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 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (Yogyakarta: UII Pers, 
2014), hlm. 119-120. 
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 Ahmad Sumiyant, BMT Menuju Koperasi Modern : Panduan untuk Pemilik, Pengelola 






1. Bagi hasil (profit and loss sharring atau revenue sharing) 
2. Jual beli (sale and purchase) 
3. Sewa (operasional lease and financial lease) dan 
4. Prinsip jasa (fee based services).8 
Kemudian dalam pembiayaan mura>bah}}ah telah diatur dalam Fatwa 
DSN/ No. 04/ DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut ketentuan umum 
mengenai mura>bah}ah bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna 
melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank 
syari’ah perlu memiliki fasilitas mura>bah}ah bagi yang memerlukannya, yaitu 
menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan 
pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.  
Dalam praktiknya mura>bah}ah agar sesuai dengan syari’ah Islam di 
dasarkan pada al-Qur’an surah an-Nisa (4): 29:
9 
 
َنُكمْا أَْمَواَلُكمْا ََتُْكُلوا َلا آَمُنوا الَِّذينَا أَي َُّها يَا  َعنْا ِِتَاَرة ا َتُكونَا َأنْا ِإلَّا ِِبْلَباِطلِا بَ ي ْ
 َرِحيم ا ِبُكمْا انَاكَا اّللََّا ِإنَّا ۚ   أَنْ ُفَسُكمْا تَ ْقتُ ُلوا َوَلا ۚ   ِمْنُكمْا تَ َراض ا
 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan 




Dari beberapa prinsip tersebut salah satu yang menjadi fokus 
pembahasan adalah mura>bah}ah yang dikategorikan ke dalam prinsip jual beli. 
Mura>bah}ah adalah jual beli barang pada harga asal ditambah dengan 
                                                             
8
  Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul, hlm. 122. 
9
 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan 
Mura>bah}ah. 
10
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 







 Dalam transaksi ini, penjual harus 
memberitahukan kepada pembeli tentang harga pokok barang yang menjadi 
obyek jual beli. 
Di dalam ketentuan fikih Islam terdapat syarat-syarat yang harus 
terpenuhi dalam transaksi mura>bah}ah. Syarat mura>bah}ah tersebut ialah: 
penjual, pembeli, ijab dan Kabul, dan ada benda atau barang. Tawkil ialah 
perwakilan atau menyerahkan sesuatu.
12
 Dalam  istilah syara’ berarti 
seseorang yang menyerahkan sesuatu urusannya kepada orang lain, pada apa 
yang boleh diwakilkan menurut syara’, agar orang yang mewakilkan itu dapat 
melakukan sesuatu yang diserahkan kepadanya selagi yang menyerahkan itu 
masih hidup. Perwakilan sah dilakukan pada permasalahan jual beli, kawin, 
talak, memberi, menggadai dan suatu barang yang berhubungan dengan 
muamalah.  
Tawkil berbentuk masdar, berasal dari kata wakkala-yuwakkilu-  
tawkilan yang berarti penyerahan atau pelimpahan. Dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia tawkil atau pelimpahan kekuasaan adalah bermakna proses, 
cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak wewenang.  
Pada prinsipnya tawkil dalam praktik perbankan terjadi apabila 
nasabah memberikan kuasa kepada BMT untuk mewakili dirinya melakukan 
pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan, inkaso dan  transfer uang atau 
dalam hal pembiayaan. Sementara tawkil dalam fiqh Islam adalah penyerahan 
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tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak berdasarkan pada definisi 
tawkil yaitu menyerahkan urusannya kepada orang lain dan diserahkan 
tanggung jawabnya untuk bertindak bagi pihaknya. 
Tawkil  dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan 
kuasa kepada BMT untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, 
tawkil  ini menjadi sangat penting bahkan menjadi syarat sahnya akad-akad 
dalam pembiayaan Syari’ah seperti pembukuan L/C, Inkaso, Transfer uang, 
atau akad mura>bah}ah.13  
Sedangkan dalam mura>bah}ah terdapat dua jenis perwakilan yaitu 
mura>bah}ah bil wakalah dengan mura>bah}ah bi tawkil mempunyai arti sama, 
hakekatnya adalah “jual beli” karena dalam jual beli sama-sama mewakilkan 
dimana lembaga keuangan syariah mewakilkan pembelian produk di dapatkan 
oleh nasabah kemudian nasabah memberikannya kepada pihak lembaga 
keuangan syariah.  
Selain itu ada pembiayaan modal usaha yang dilakukan pihak BMT 
Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto dengan menggunakan akad 
mura>bah}ah. Jadi terjadi transaksi jual beli atau mura>bah}ah antara BMT dan 
nasabah yang barangnya ditawkilkan. Dari penjelasan di atas terdapat 
permasalahan yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan pembahasan. 
Pembahasan ini dilakukan dalam satu karya ilmiah berupa skripsi. Peneliti 
memilih melakukan penelitian di BMT Dana Mentari Muhammadiyah 
Purwokerto karena di sini yang mempunyai praktik tawkilnya dibanding BMT 
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  Dimayuddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 





Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto yang lain. Dengan demikian 
penyusun dapat memperoleh data yang bervariatif. Berdasarkan uraian diatas 
penulis ingin meneliti lebih lanjut untuk penelitin dalam bentuk skripsi yang 
berjudul “PRAKTIK TAWKIL DALAM PEMBELIAN OBJEK 
MURA>BAH}AH (Studi Kasus di BMT Dana Mentari Muhammadiyah 
Purwokerto)” 
B. Definisi Operasional 
Menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, 
maka perlu diberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang tercantum di 
dalam judul penelitian sebagai berikut: 
1. Tawkil 
 Tawkil  ialah perwakilan atau menyerahkan sesuatu. Dalam istilah 
syara’ berarti seseorang yang menyerahkan sesuatu urusannya kepada 
orang lain, pada apa yang boleh diwakilkan menurut syara’, agar orang 
yang mewakilkan itu dapat melakukan sesuatu yang diserahkan kepadanya 
selagi yang menyerahkan itu masih hidup. Perwakilan sah dilakukan pada 
permasalahan jual beli, kawin, talak, memberi, menggadai dan suatu 
barang yang berhubungan dengan muamalah.  
2. Mura>bah}ah 
Mura>bah}ah adalah perjanian jual beli antara bank dengan nasabah. 
Bank Syari’ah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian 
menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan 





dan nasabah. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang 
lain adalah bahwa penjual dalam mura>bah}ah secara jelas memberi tahu 
kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar 
keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana praktik tawkil mura>bah}ah di BMT Dana Mentari 
Muhammadiyah Purwokerto? 
2. Bagaimana praktik tawkil mura>bah}ah di BMT Dana Mentari 
Muhammadiyah Purwokerto dalam perspektif hukum ekonomi syari’ah? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Penelitian ini mempunyai tujuan: 
a. Untuk mengetahui praktik terhadap tawkil mura>bah}ah di BMT Dana 
Mentari Muhammdiyah Purwokerto. 
b. Untuk mengetahui praktik tawkil mura>bah}ah di BMT Dana Mentari 
Muhammadiyah Purwokerto sudah sesuai  dengan Syari’ah. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk 
menambah khazanah ilmu pengetahuan dan pustaka keIslaman 
terutama dalam bidang muamalah khususnya pengetahuan yang 
berhubungan dengan pembelian objek mura>bah}ah. Dan diharapkan 






b. Manfaat Praktis 
1) Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan 
pembaca mengenai praktik tawkil dalam pembelian objek 
mura>bah}ah yang dilakukan di BMT  Dana Mentari 
Muhammadiyah Purwokerto. 
2) Memberikan manfaat serta menambah  khazanah ilmu pengetahuan 
bagi masyarakat dan akademisi mengenai proses tawkil yang 
sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syari’ah. 
3) Masyarakat diharapkan mampu memahami dan menerapkan tawkil 
mura>bah}ah terutama sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang 
menjalankan tawkil dalam pembelian objek mura>bah}ah tersebut. 
Bukan sekedar saling memberikan barang dan menetapkan harga 
tetapi para pihak juga harus mengetahui apakah praktik tawkil 
dalam pembelian objek mura>bah}ah tersebut sudah sesuai dengan 
ketentuan hukum ekonomi syari’ah atau tidak.  
E. Telaah Pustaka 
Telaah pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang 
berhubungan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari 
peneliti yang terdahulu yang mendukung. 
Muhammad Ridwan dalam buku Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil 
mengatakan BMT selain memiliki landasan syari’ah, juga memiliki landasan 
filosofi. Karena BMT bukan bank syari’ah dan lebih berorientasi pada 





Landasan tersebut dimaksudkan untuk menjadi pedoman operasional, 
sehingga setiap penggunaan nama BMT (bukan bank) harus mengacu pada 
landsan filosofi.
14
 Landasan tersebut juga berfungsi sebagai pembeda antara 
lembaga keuangan Syari’ah bukan dengan bank syari’ah, serta entitas bisnis 
lain bank syari’ah maupun konvensional. 
Sebagai lembaga keuangan syari’ah bukan bank, BMT harus 
berpegang teguh pada prinsip-prinsip syari’ah. Keimanan menjadi landasan 
atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan antara sisi 
maal dan tamwil (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti 
upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. 
Penelitian skripsi  yang disusun oleh saudara  Ahmad Irfan yang 
berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek  Wakalah  (Studi Kasus 
di Bank Syari’ah Mandiri (BSM) Pekalongan)”.
15
 Dalam skripsinya 
menjelaskan tentang bentuk wakalah yang ada di Bank Syari’ah  Mandiri 
Pekalongan. Dari berbagai  macam bentuk wakalah yang ada di perbankan 
syari’ah, di BSM Pekalongan hanya bentuk transfer uang saja, jasa transfer 
yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam hal ini 
berlaku akad ijarah dimana wakil sebagai ajir sedangkan muwakil sebagai 
musta’jir, dengan demikian pada prinsipnya wakalah merupakan sebuah akad, 
maka muwakil dan wakil harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak 
secara sempurna. 
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Penelitian skripsi yang disusun oleh saudara M. Haris Fikri,mahasiswa 
Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul skripsi “Pelaksanaan 
Pembiayaan Mura>bah}ah Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah (Studi 
Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung)” dalam penelitian tersebut 
dijelaskan pelaksanaan pembiayaan mura>bah}ah pada Bank Muamalat Cabang 
Bandar Lampung menggunakan akad wakalah yaitu memberikan kuasa 
kepada nasabah atas nama Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung untuk 
membeli obyek atau barang yang telah disepakati dalam akad.
16
 
Nasabah  berkewajiban membayar sisa harga jual yang belum dilunasi, 
pembayaran ini dilakukan secara angsuran sesuai dengan jangka waktu 
kemampuan bayar calon nasabah yang telah disepakati. Penyelamatan 
pembiayaan mura>bah}ah bermasalah dilakukan melalui restrukturisasi 
pembiayaan dengan cara rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning 
(pensyaratan kembali), dan restructuring (penataan kembali). 
Kemudian penelitian terakhir ditulis oleh Wardah Yuspin, SH., M.Kn., 
dalam jurnal Ilmu Hukum Vol. 10, No. 1, Maret 2007, 55-65 dengan judul 
“Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Mura>bah}ah” dalam 
penelitian ini dijelaskan bahwa Perbankan syariah sebagai lembaga yang 
berperan untuk menampung dana dari pihak yang surplus dana dan 
menyalurkan pada pihak yang kekurangan dana, dalam pelaksanaannya tidak 
                                                             
16
 M. Haris Fikri, “Pelaksanaan Pembiayaan Mura>bah}ah Berdasarkan Prinsip Hukum 
Ekonomi Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung)”, Skripsi, (Lampung: 





boleh bertentangan dengan hukum positif yang ada yaitu hukum adat, hukum 
perdata yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata juga hukum Islam. 
Untuk kemudahan dalam memahami perbedaan dari penelitian 
penyusun dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka dalam hal ini 
penyusun buat table sebagai berikut: 
Nama Judul Persamaan Perbedaan 





























nama bank, untuk 
membeli obyek 
atau barang yang 
telah disepakati 















Hukum Vol. 10, 
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surplus dana dan 
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positif  yang ada 
yaitu hukum adat, 
hukum perdata 
yang tertuang 










Terhadap Praktek  
Wakalah ( Studi 
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Dari beberapa hasil penelitian yang ada, bahwa ada kedekatan judul 





lakukan berbeda dengan penelitian yang sudah diteliti oleh penelitilainnya. 
Letak perbedaannya pada permasalahan yang penulis fokuskan. Penulis 
menitikberatkan pada bagaimana praktik tawkil dalam pembelian objek 
mura>bah}ah  di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto apakah sudah 
sesuai dengan hukum ekonomi syari’ah.  
F. Sistematika Pembahasan 
Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, hal ini untuk memudahkan 
pembaca, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah 
dalam pembahasan. Secara global sistematika penulisan skripsi tersebut adalah 
sebagai berikut: 
BAB I : berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang 
masalah, rumusan masalah, definisi operasioanal, tujuan dan manfaat 
penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan. 
BAB II : berisi landasan teori skripsi ini yang terdiri dari pengertian 
mura>bah}ah, rukun dan syarat mura>bah}ah, dasar hukum mura>bah}ah, 
pengaturan mura>bah}ah dalam hukum Indonesia, struktur mura>bah}ah dan 
syarat pembiayaan mura>bah}ah. Pengertian tawkil, rukun tawkil dan syarat-
syarat tawkil, dasar hukum tawkil, struktur tawkil. 
BAB III : berisi uraian metode penelitian yang meliputi jenis penelitian 
subyek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan 
teknik analisis data.  
BAB IV : berisi  pembahasan dari skripsi Bab ini menjelaskan laporan 
hasil penelitian mengenai gambaran umum tentang BMT Dana Mentari 





analisis terhadap pembelian objek mura>bah}ah di BMT Dana Mentari 
Muhammadiyah Purwokerto dengan perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah. 
BAB V : penutup, bagian ini berisi kesimpulan yang merupakan  
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Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan mengenai praktik 
tawkil dalam pembelian objek mura>bah}ah dapat disimpulkan sebagai berikut:  
1. Praktik tawkil yang dilakukan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah 
Purwokerto dengan pesanan, yang mana menggunakan tawkil dalam 
pembelian objek mura>bah}ah  (nasabah bertindak sebagai wakil BMT) 
yang diterapkan di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto, 
yakni nasabah melakukan negosiasi dan persayaratan oleh pihak BMT, 
jika nasabah yang bersangkutan memenuhi persyaratan dalam 
pembiayaan, maka pihak BMT akan melakukan survey ke lokasi usaha 
yang bersangkutan,  setelah itu jika mendapat persetujuan dari atasan maka 
dibuatkanlah surat kuasa, kemudian ditandatangani tawkil dan mura>bah}ah 
dalam satu waktu, yang mana setelah melakukan pencairan oleh BMT dan 
nasabah dapat membeli suatu barang atau aset yang diinginkan di awal 
akad,  nasabah mempunyai kewajiban membayar angsuran secara tangguh.  
2. Praktik tawkil dalam pembelian objek mura>bah}ah yang terjadi di BMT 
Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto perspektif Hukum Ekonomi 
Syariah sah (shahih) dikarenakan sesuai dengan hadis Muhammad 
Muhiddin Abdul Ḥamid tentang “tidak boleh menjual apa yang bukan 




Mentari Muhammadiyah Purwokerto sesuai dengan Al-Qur’an dan Fatwa 
DSN-MUI : 04/DSN MUI/2000. 
B. Saran-saran 
1. Bagi BMT Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto praktik tawkil dalam 
pembelian objek mura>bah}ah anggota  haruslah lebih baik lagi dan 
diharapkan juga Perlunya meningkatkan sistem website resmi BMT Dana 
Mentari Muhammadiyah untuk mempermudah calon anggota ingin 
mengetahui tentang profil BMT Dana Mentari Muhammadiyah lewat 
website resmi. 
2. Bagi semua pembaca diharapakan mendapat manfaat dari penulisan skripsi 
ini, dan bagi pembaca atau penulis selanjutnya, penelitian ini belum bisa 
dikatakan sempurna hasilnya. Oleh karena itu penulis menyarankan dalam 
penelitian ini dapat meneliti lebih dalam mengenai penelitian skripsi ini 
atau menambah variabel-variabel judul lain yang mungkin dapat dikaitkan 
dengan penelitian, hal ini bertujuan supaya lebih menyempurnakan variabel 
dan melengkapi kekurangan dalam skripsi ini. 
 
C. Kata Penutup 
Alhamdulillahi robbil alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang 
telah memberi nikmat, rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah 




Tiada gading yang tak retak, begitupun dengan skripsi ini penulis 
sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, namun penulis menyadari 
bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena itu penulis mengharapkan 
saran serta kritik yang membangun untuk bisa memperbaiki skripsi ini. 
Penulis berharap semoga skripsi ini bisa menjadi suatu bacaan atau wacana 
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